
 

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  

MANUSIA (BKPSDM) DI KAB. MAROS  

 

Diajukan Oleh: 

Nurul Izza Aryani 

4518013012 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 

2022



 

 ii 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv 

ANALYSIS ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSETS AT BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) 

IN MAROS DISTRICT  

 

By: 

NURUL IZZA ARYANI 

Accounting Study Program  

Faculty of Economics and Business  

Bosowa University 

 

ABSTRACT 

 

NURUL IZZA ARYANI. 2022. Scription. Analysis Accounting Treatment of Fixed 

Assets at Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) in 
Maros district, South Sulawesi province guided by Dr. Muhtar Sapiri, S.E.,M.M.,M.Kes 

and Thanwain, S.E.,M.Si. 

 
The purpose of the study is to understand the appropriateness of applied 

accounting of fixed assets at Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) in Maros district in accordance with the PP No.71 year 2010. 

 
The research methods used are qualitative and quantitative. Methods of 

collection data are conducted through interviews, documentaries, and library studies.The 

method of analysis used by the cumulative analysis method is by comparing applied 
accounting of fixed assets at BKPSDM with PP No. 71 year 2010. 

 

The result of the study show that BKPSDM of Maros district was in accordance 
with that applied by PP No. 71 year 2010 

 

Keywords: Fixed Assets, PP No. 71 year 2010 
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KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
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ABSTRAK 

 

NURUL IZZA ARYANI. 2022. Skripsi. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset 

Tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 
di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, S.E., 

M.M., M.Kes dan Thanwain, S.E., M.Si.  

 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi 

terhadap aset tetap yang diterapkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. 

 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan metode analisis komperatif yaitu dengan 
membandingkan perlakuan akuntansi atas aset tetap pada BKPSDM dengan PP No. 71 

Tahun 2010. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Kab. Maros sesuai dengan yang 

diterapkan oleh PP No. 71 Tahun 2010. 

 

Kata Kunci : Aset Tetap, PP No.71 Tahun 2010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian yang saat ini semakin maju, mempengaruhi 

juga dalam penyusunan laporan keuangan yang semakin canggih dengan adanya 

teknologi di zaman sekarang yang semakin modern ini. Penyusunan laporan 

keuangan ini berpengaruh terhadap penyununan laporan keungan di setiap 

perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun intansi pemerintahan. Namun, 

pada dasarnya perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan tetap berinduk 

pada kata akuntansi yang mengharuskan adanya suatu proses berupa siklus 

akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Menurut Atmodjo dan 

Purnairawan (2021) “akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, 

penggolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara 

sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah 

pengambilan keputusan”. 

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) “akuntansi pemerintahan dapat 

didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi 

keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas 

informasi keuangan”. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, 

Pasal 6 Ayat 1 “Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang 

mengacu pada SAP”. 
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Menurut Peraturan Pemerintah (PP)  No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut 

disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat 

pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan”. 

Permasalahan yang biasa dihadapi pada instansi pemerintahan yaitu dalam 

penyajian laporan keuangan. “Laporan keuangan pemerintah merupakan catatan 

historis yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pemerintah saat ini dan 

sebelumnya, serta menilai kinerja pemerintah berdasarkan laporan keuangan” 

(Dwitayanti dan Zahra, 2018:82). Laporan keuangan pemerintah terdiri dari 

laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan 

Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional 

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Neraca 

berisi suatu catatan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas.  

Menurut Peraturan Pemerintah (PP)  No. 71 Tahun 2010 “Aset adalah 

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 
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masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”. Aset 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu aset lancar dan aset nonlancar. Aset 

lancar merupakan aset yang digunakan dalam jangka waktu pendek atau dalam 

kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri atas 

kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan, 

aset nonlancar merupakan aset yang bersifat jangka panjang. Aset nonlancar 

terdiri atas investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 

Aset tetap merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh instansi 

pemerintahan sebagai penunjang untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 

operasional dalam jangka panjang. Dengan demikian, instansi pemerintahan wajib 

menyajikan aset tetap dan dilaporkan dalam suatu laporan keuangan sebagai suatu 

informasi. Banyaknya aset tetap pada suatu instansi pemerintahan tergantung 

dengan perkembangan dan kebutuhan dari instansi pemerintahan tersebut. Salah 

satu instansi pemerintahan yang Peraturan Pemerintah (PP)  No. 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, Provinsi 

Sulawesi Selatan. BKPSDM merupakan lembaga pemerintah dibidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh 

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 
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BKPSDM Kabupaten Maros memiliki aset tetap untuk memenuhi 

kebutuhan dalam menjalankan kegiatannya diantaranya adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Daftar Aset Tetap BKPSDM Kab. Maros 2021 

No. Uraian Jumlah 

1. Peralatan dan Mesin 2.517.589.560,14 

2. Aset Tetap Lainnya      30.000.000,00 

 Akm. Penyusutan Peralatan dan 

Mesin 

(1.714.944.395,14) 

 Total 832.645.165,00 

Sumber : BKPSDM Kab. Maros 

Melihat pentingnya peranan dari aset tetap dalam menunjang operasional 

intansi tersebut, maka dilakukan analisa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada 

dalam teori yang dipelajari serta keadaan di lapangan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul 

“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

(BKPSDM) DI KAB. MAROS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan sebuah 

permasalahan pokok yaitu apakah perlakuan akuntansi terhadap aset tetap pada 

instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kab. Maros telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 

Tahun 2010? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan 

akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis adalah dapat menambah wawasan tentang bagaimana 

kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap terhadap Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 71 Tahun 2010 pada instansi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros. 

2. Bagi BKPSDM  

Manfaat bagi pihak BKPSDM adalah dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam pengembangan di instansi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros.  

3. Bagi Pembaca 

Manfaat bagi pembaca adalah sebagai sumber informasi dan refrensi untuk 

para mahasiswa dan mahasiswi kedepannya yang akan melakukan 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akuntansi 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP)  No. 71 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 2 

“akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterpretasian atas hasilnya”. Sedangkan menurut Sumarsan (2017:1) 

“akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan 

keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan 

keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. 

2.2 Akuntansi Pemerintahan 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

 Dalam menjalankan operasional akuntansi pemerintahan diperlukan 

sebuah dasar hukum yang digunakan sebagai tolak ukur legalitas formal suatu 

kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi di instansi pemerintahan. Salah satu 

dasar hukum akuntansi pemerintahan adalah Peraturan Pemerintah (PP)  No. 71 

Tahun 2010 Pasal 6 Ayat 1-4 yang berisi tentang : 

1. Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu 

pada SAP.  

2. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem 

Akuntansi Pemerintahan.  
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3.  Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan 

peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum 

Sistem Akuntansi Pemerintahan.   

4. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 

setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. 

Berikut ini adalah pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut para ahli. 

Pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Hasanah dan Fauzi (2017:1) adalah 

sebagai berikut : “Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu 

aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah 

berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi 

keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan”. 

2.2.2 Peranan Pelaporan Keuangan  

Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 

pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah 

daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan 

belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan menilai kondisi keuangan, menilai 

efektivitas dan efisiensi serta membantu ketaatannya terhadap peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib melaporkan upaya-upaya yang 

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 

1. Akuntabilitas  
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Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik.  

2. Manajemen  

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan 

ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.  

3. Transparansi  

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.  

4. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)  

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran 

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan 

ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.  

5. Evaluasi Kinerja  

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan 

sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang 

direncanakan. 
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2.2.3 Tujuan Pelaporan Keuangan 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan 

keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif 

dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi 

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber 

daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan 

ketidakpastian yang terkait 

2.3  Aset 

2.3.1  Pengertian Aset 

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi 

aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak 

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau 

penghematan belanja bagi pemerintah.  Adapun pengertian aset menurut Peraturan 

Pemerintah (PP)  No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa 

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 

budaya”. 
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2.3.2 Klasifikasi Aset 

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 aset terbagi menjadi 

dua, yaitu aset lancar dan aset nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan  sebagai  aset 

lancar   jika  diharapkan segera untuk  direalisasikan atau  dimiliki untuk  dipakai  

atau  dijual dalam waktu  12 (dua  belas) bulan  sejak tanggal pelaporan. Aset 

lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka   pendek, piutang, dan 

persediaan. Pospos investasi jangka  pendek antara lain  deposito berjangka 3  

(tiga) sampai 12  (dua  belas) bulan  dan  surat berharga yang  mudah 

diperjualbelikan.  Pos-pos  piutang  antara  lain  piutang  pajak,  retribusi, denda, 

penjualan angsuran, tuntutan ganti  rugi, dan  piutang lainnya  yang diharapkan  

diterima  dalam  waktu  12  (dua  belas)  bulan  setelah  tanggal pelaporan. 

Sedangkan persediaan mencakup barang atau   perlengkapan yang  dibeli  dan  

disimpan untuk  digunakan, misalnya barang habis pakai seperti  alat   tulis  

kantor,  barang  tak   habis  pakai   seperti  komponen peralatan dan pipa, dan 

barang bekas pakai seperti komponen bekas.  

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya 

diharapkan  melebihi   satu periode  pelaporan  (1 tahun),  terdiri  dari  aset yang  

bersifat  jangka   panjang,  dan   aset tak  berwujud   yang  digunakan secara 

langsung atau  tidak  langsung untuk  kegiatan pemerintah maupun yang   

digunakan  oleh   masyarakat  umum. Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

aset nonlancar terdiri dari aset tetap, dan aset lainnya. 
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2.4       Aset Tetap  

2.4.1 Pengertian Aset Tetap 

Adapun pengertian aset tetap menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 

Tahun 2010 adalah sebagai berikut : “Aset tetap adalah aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau 

dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum”. 

Aset tetap di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia 

didefinisikan sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerinyahan atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum.  

2.4.2 Klasifikasi Aset Tetap 

Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 71 tahun 2010, aset tetap 

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas 

operasional entitas akuntansi. Klasifikasi aset tetap tersebut adalah: 

1. Tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan masuk untuk 

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 

pakai. 

2. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasinal 

pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai. 

3. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan 
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lainnya yang nilainya signifikan dan masa pemanfaatannya lebih dari 12 

bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

4. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah 

dan dalam kondisi siap pakai. 

5. Aset tetap lainnya, meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperoleh untuk dimanfaatkan 

untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 

6. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai 

seluruhnya. 

2.4.3 Pengakuan Aset Tetap 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 

dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap 

harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Berwujud. 

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. 

5. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan 

yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak 
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langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa 

aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.  

Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat 

dipastikan apabila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko 

terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah 

diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat 

diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 

pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan 

untuk dijual.Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa 

telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, 

misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila 

perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan 

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah 

yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat 

kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada 

saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, 

misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama 

pemilik sebelumnya. 

2.4.4 Pengukuran Aset Tetap 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 
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didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat 

dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian 

aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang 

dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya 

dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk 

perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses 

konstruksi. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi 

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa 

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan 

aset tetap tersebut. 

2.4.4.1 Penilaian Awal Aset Tetap 

Dalam penilaian awal aset tetap menurut PP (Peraturan Pemerintah) No. 

71 tahun 2010, “barang yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu 

aset tetap, pada awalnya harus diukur dengan biaya perolehan. Jika aset diperoleh 

dengan tanpa nilai, maka biayanya sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut 

diperoleh”. Aset yang menggunakan nilai wajar seperti, aset yang diterima 

pemerintah sebagai hadiah atau donasi serta aset yang diperoleh melalui 

pengimplementasian wewenang seperti penyitaan aset tetap yang dilakukan 

pemerintah untuk selanjutnya akan digunakan dalam kegiatan operasional. Nilai 

wajar yang dimaksud bukan merupakan proses penilaian kembali (revaluasi), 
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karena hal tersebut akan diterapkan pada penilaian untuk periode selanjutnya, 

bukan saat awal perolehan. 

2.4.4.2 Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang 

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa 

yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan 

standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 

Kapitalisasi biaya dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu 

entitas berupa kriteria seperti pada paragraf dan/atau suatu batasan jumlah biaya 

tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus 

dikapitalisasi atau tidak. 

Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan 

penggunan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi tidak dapat 

diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus 

menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi 

keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya 

kapitalisasi harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

2.4.5 Penyusutan 

Metode penyusutan yang akan dipakai harus dapat menggambarkan 

manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan 

diteruskan ke pemerintah. Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai 

pengurang nilai tercatat dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat 
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aset tetap yang disusutkan harus dilihat secara periodik dan apabila ada 

perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang 

dan yang akan datang harus dilakukan penyesuain. Metode penyusutan yang dapat 

dipergunakan antara lain: 

1. Metode garis lurus (straight line method). 

2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method). 

3. Metode unit produksi (unit of production method). 

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu 

aset tetap semakin lama akan menurun sebab digunakan dalam kegiatan 

operasi pemerintah. Tujuan penyusutan adalah untuk menyesuaikan nilai 

aset tetap sehingga mencerminkan nilai wajarnya. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 
  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros  

 

METODE ANALISIS : 

Analisis Komperatif 

Kesimpulan 

Rekomendasi 

MASALAH POKOK : 

Apakah perlakuan akuntansi terhadap aset tetap pada instansi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kab. Maros telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010? 

 

Perlakuan Akuntansi atas 

Aset Tetap menurut PP 71 

Aset Tetap 

Perlakuan Akuntansi atas 

Aset Tetap pada BKPSDM 
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2.6  Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, diduga 

bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada BKPSDM Kab. Maros belum sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawanca langsung 

dengan informan yang dimulai dari bulan Juni 2022 hingga Juli 2022. 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jl. Asoka, 

Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitatif adalah data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk 

informasi baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Kuantitatif adalah data-data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk 

angka atau bilangan, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran 

maupun dengan jalan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer  

“Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2018:456). Data dikumpulkan 
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sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang 

didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data 

primer. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut oleh 

orang lain melalui riset kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, 

internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data maka dibutuhkan metode pengumpulan data yang 

tepat dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan 

mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam 

pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2018:224) “pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara”. Dengan 

penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Penelitian Lapangan 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung atas objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, 

melalui wawancara terstruktur terkait variabel yang ada dalam penelitian ini. 

Menurut Hikmawati (2020:83) “wawancara terstruktur (Structured Interview) 

adalah peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh”. 
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3.3.2 Dokumentasi 

 Menurut Hikmawati (2020:84) “dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang”. 

3.3.3 Studi Pustaka 

Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 

dilengkapi pula dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai 

literature yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

3.4 Metode Analisis 

 Metode analisis yang digunakan adalah analisis komperatif, untuk 

membandingkan perlakuan akuntansi atas aset tetap pada BKPSDM Kab. Maros 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Pembagian  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010, aset tetap 

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas 

operasional entitas akuntansi. Klasifikasi aset tetap berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 adalah tanah, gedung dan bangunan, peralatan 

dan mesin, jalan, irigasi, jaringaan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam 

pengerjaan. 
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2. Pengukuran 

Pengukuran aset tetap dapat terjadi melalui du acara, yaitu menggunakan 

biaya perolehan (historical cost) dan biaya wajar pada saat perolehan (fair value). 

3. Penilaian 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010, “barang yang 

memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap, pada awalnya harus 

diukur dengan biaya perolehan. Jika aset diperoleh dengan tanpa nilai, maka 

biayanya sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh”. 

4. Penyajian 

Informasi yang harus diungkapkan dalam penyajian aset tetap adalah 

kebijakan akuntansi aset tetap, dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat 

aset tetap, rekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode, serta 

informasi penyusutan. 

3.5 Definisi Operasional  

Adapun definisi operasional penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Aset tetap adalah aset yang digunakan secara berulang kali yang biasanya 

diharapkan dapat digunakan dalam waktu lebih dari periode. 

2. Hal-hal yang menyangkut aset tetap mulai dari klasifikasi aset tetap, 

pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan, serta penyajian 

aset tetap pada laporan keuangan yang harus diperhatikan dengan teliti.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Instansi BKPSDM  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten 

Maros, yaitu: fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan berlaku. 

4.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah BKPSDM  

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah. 

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan daerah 
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2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 

daerah 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan daerah 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

4.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah BKPSDM  

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros nomor 59  Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Maros, maka susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah: 

Susunan Organisasi Badan,terdiri dari : 

1. Kepala Badan; 

2. Sekretariat Badan, terdiri dari : 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan . 

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terdiri  dari : 

a. Sub Bidang  Pengadaan dan Pemberhentian. 

b. Sub Bidang Data dan Informasi. 

c. Sub Bidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN 

4. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier : 
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a. Sub Bidang Mutasi 

b. Sub Bidang Kepangkatan 

c. Sub Bidang Promosi dan Seleksi. 

5. Bidang Pengembangan SDM dan Penilaian Aparatur: 

a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai; 

b. Sub Bidang Pengembangan Kompotensi SDM Aparatur dan Sertifikasi; 

c. Sub Bidang  Pembinaan Disiplin Aparatur dan penghargaan 

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan; 

7. Kelompok jabatan pelaksana; 

8. Kelompok jabatan fungsional. 
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Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi 

BKPSDM Kab. Maros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BKPSDM Kab. Maros 

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah BKPSDM  

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang telah dituangkan 

dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan fungsi pada setiap 

entitas kerja yang ada dalamnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

  

KEPALA  BADAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian 

Kepegawaian Dan 

Umum 

BIDANG PENGADAAN, 

PEMBERHENTIAN DAN 

INFORMASI 

BIDANG 

PENGEMBANGAN 

KARIR 

Sub Bidang Pengadaan 

Dan Pemberhentian 

Sub Bidang Data Dan 

Informasi 

 

Sub Bidang Kepangkatan 

Sub Bidang Pembinaan 

Disiplin Aparatur Dan 

Penghargaan 

Sub Bidang Pengembangan 

Kompetensi Sdm Aparatur 

Dan Sertifikasi 

Subbagian Perencanaan 
dan Keuangan 

Sub Bidang 

Kesejahteraan Dan 

Fasilitasi Profesi Asn 

Sub Bidang Promosi Dan 

Seleksi 

Sub Bidang Penilaian Dan 

Evaluasi Kinerja Aparatur 

BIDANG PENGEMBANGAN 

SDM  DAN PENILAIAN 

APARATUR 

 

Sub Bidang Mutasi 
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1. Kepala Badan  

Kepala Badan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia  bagi Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah . 

Kepala Badan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia; 

b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia ; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan  fungsi penunjang urusan 

pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia ; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

Uraian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, sebagai berikut : 

a. merumuskan program kerja badan kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat; 
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b. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan tugas pokok dan program kerja serta kegiatan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia; 

c. membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan 

standar oprasional prosedur yang berlaku; 

d. mendistribusikan tugas, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

e. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 

sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

f. merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam perencanaan 

program dan kegiatan; 

g. melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melalui 

bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, bidang pengembangan 

karir dan bidang pengembangan SDM dan penilaian aparatur; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam 

penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melalui bidang 

pengadaan, pemberhentian dan informasi, bidang pengembangan karir dan 

bidang pengembangan SDM dan penilaian aparatur; 
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j. melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia melalui bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, bidang 

pengembangan karir dan bidang pengembangan SDM dan penilaian 

aparatur; 

k. melaksanakan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian badan; 

l. merencanakan dan merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan 

daerah di bidang kepegawaian ASN sesuai norma, standar, prosedur, 

peraturan-peraturan terkait yang ditetapkan oleh pemerintah; 

m. merencanakan dan merumuskan peraturan perundang-undangan daerah 

dibidang kepegawaian aparatur sipil negara sesuai norma, standar, 

prosedur, peraturan – peraturan terkait yang ditetapkan oleh pemerintah; 

n. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan perencanaan program dan 

kegiatan manajemen aparatur sipil negara melalui rencana strategis dan 

rencana kerja dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur sipil negara 

di daerah; 

o. menyelenggarakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengkoordinasian 

pelaksanaan manajemen ASN (ASN dan PPPK) sesuai tugas pokok, fungsi 

dan kewenangannya; 

p. menyelenggarakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang 

kepegawaian ASN sesuai  dengan urusan dalam tingkatan pemerintahan. 
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q. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penataan ASN melalui 

perencanaan (formasi) , pengadaan , pendistribusian , pengembangan 

karier dan pemberhentian ASN; 

r. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan peningkatan kinerja dan 

kesejahteraan ASN serta penegakan sanksi dan pemberian ( reward dan 

phunisment); 

s. menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas layanan administrasi 

kepegawaian aparatur sipil negara dan pemeliharaan tata naskah/ arsip 

kepegawaian; 

t. menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengkoordinasian pelaksanaan 

pemutakhiran dan penyajian data aparatur sipil negara ; 

u. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan badan kepegawaian dan 

diklat meliputi perencanaan  program dan kegiatan, administrasi 

kepegawaian, realisasi dan laporan keuangan, pengadaan perlengkapan 

umum serta standar operasional prosedur pelayanan; 

v. menyelenggarakan pengembangan dan kerjasama program pengembangan 

sumber daya manusia aparatur sipil negara melalui kerjasama pendidikan 

dan pelatihan serta kerjasama pelaksanaan test kompetensi, ujian dinas dan 

ujian penyesuaian ijazah; 

w. merencanakan dan menyelenggarakan fasilitas kelembagaan profesi 

aparatur sipil negara (korpri dan lembaga profesi ASN lainnya); 

x. menetapkan kebijakan operasional badan sesuai dengan kebijakan umum 

pemerintahan; 
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y. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi teknis kepada bupati 

mengenai pengembangan sumber daya manusia aparatur dan pengelolaan 

manajemen aparatur sipil negara sebagai bahan penetapan kebijakan 

umum pemerintah kabupaten; 

z. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui 

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan 

penilaian prestasi berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

bb. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

2. Sekretariat Badan 

  Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

membantu Kepala  Badan  dalam melaksankan koordinasi, pembinaan 

administrasi dan teknis operasional kepegawaian dan umum, perencanaan dan 

keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan 

kepegawaian dan umum, Perencanaan dan keuangan  serta penyusunn program 

dalam lingkungan Badan. 

  Sekretaris  mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi 

administrasi perencanaan dan keuangan  dan Kepegawaian dan umum; 
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b. pengkoordinasian ketatausahaan yang meliputi administrasi kepegawaian 

dan umum serta perencanaan dan keuangan; 

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi 

administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan umum; 

d. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur 

organisasi badan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan 

tugas dan fungsinya.  

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan 

prosedur agar terhindar dari kesalahan; 

d. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat 

kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh 

kepala sub bagian; 

f. mengkoordinir penyusunan LAKIP Badan sebagai landasan laporan 

kinerja pegawai; 

g. menyusun rencana program kegiatan dan  penganggaran sekretariat 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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h. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi 

administrasi kepegawaian dan umum serta Perencanaan dan Keuangan; 

i. melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi 

kepegawaian dan umum serta Perencanaan dan Keuangan; 

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi 

administrasi kepegawaian dan umum serta perencanaan dan Keuangan; 

k. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan program kegiatan 

seluruh unsur organisasi badan; 

l. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan 

akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja badan; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui 

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan 

penilaian prsetasi kerja; 

n. melaporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi  

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dipimpin oleh Kepala 

Bidang mempunyai tugas melaksanakan analisis perencanaan dan pengadaan 

ASN, penataan dan pengendalian kepegawaian, administrasi pemberhentian ASN, 

pengelolaan dan penyajian data dan informasi ASN serta memfasilitasi 

pengembangan profesi ASN. 
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang   Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi  mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan dan penyusunan bahan formasi pegawai; 

b. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan pengendalian kepegawaian 

struktur dan komposisi pegawai per golongan, tingkat pendidikan dan 

jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan formasi;  

c. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan penataan kepegawaian 

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; 

d. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan pengadaan dan 

pengangkatan Calon ASN; 

e. Peningkatan optimalisasi pengelolaan data dan pengembangan informasi 

kepegawaian melalui sistem informasi dan manajemen kepegawaian 

(SIMPEG) serta sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK); 

f. Penyusunan, pengelolaan, penyimpanan, publikasi dan pemeliharaan data 

serta dokumentasi administrasi kepegawaian; 

g. Penyiapan dan Penyusunan daftar induk pegawai, bezetting, daftar urut 

kepangkatan dan database kepegawaian lainnya; dan 

h. Perencanaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN Korps Pengawai 

Negeri Sipil (KORPRI) dan lembaga profesi ASN lainnya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang 

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian 

dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b. Membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan  tugas 

kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan 

lancar; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan 

bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan; 

d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat 

kinerja yang diharapkan;  

e. Mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh 

Kepala Subbidang; 

f. Menyusun perencanaan dan mengusulkan penetapan formasi Calon ASN 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan agar terjadi sinkronisasi antara 

kebutuhan dan formasi; 

g. Megoordinir pengadministrasian penyelenggaraan seleksi penerimaan 

Calon ASN sesuai dengan formasi dan persyaratan yang telah ditetapkan 

untuk menjaring Calon ASN kompoten; 

h. Mengoordinir usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon ASN 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan agar penetapannya tepat waktu; 

i. Mengoordinir pengadministrasian dan penetapan Surat Keputusan 

Pengangkatan Calon ASN menjadi ASN sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan agar pelaksanaannya tepat waktu; 

j. Mengoordinir penataan dan pengendalian kepegawaian meliputi struktur 

dan komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang, tingkat dan 

kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jumlah kebutuhan pegawai setiap 
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Perangkat Daerah/UPT dan UPTD Satuan Pendidikan berdasarkan analisis 

jabatan dan analisis beban kerja; 

k. Mengoordinir pengolahan dan pemutakhiran data kepegawaian melalui 

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang lengkap, akurat 

dan terkini; 

l. Mengoorrdinir penyusunan buku profil kepegawaian yang lengkap, akurat 

dan terkini; 

m. memfasilitasi kegiatan pelayanan pensiun ASN; 

n. mengoordinasikan perumusan penyelenggaraan kebijakan umum dan 

fasilitasi kelembagaan profesi ASN Korps Pegawai Negeri Sipil 

(KORPRI) dan lembaga profesi ASN lainnya; 

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui 

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan 

penilaian prestasi kerja; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas.  

4. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir  

Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir dipimpin oleh Kepala Bidang 

mempunyai tugas melaksanakan mutasi / perpindahan ASN, pengangkatan ASN 



37 
 

 

pada jabatan struktural dan fungsional ASN tertentu, pengelolaan kenaikan 

Pangkat ASN dan kenaikan gaji berkala ASN, pengembangan karir ASN melalui  

ujian kompetensi Jabatan Administrasi / fungsional dan seleksi terbuka Jabatan 

Pimpinan Tinggi, melakukan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian 

ijazah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Mutasi dan 

Pengembangan Karir mempunyai fungsi  : 

a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan mutasi ,kepangkatan dan 

pengembangan karir ASN; 

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan mutasi, kepangkatan dan 

pengembangan karier ASN; 

c. Melaksanakan perpindahan ASN antar Perangkat Daerah, antar wilayah 

kerja dan antar instansi; 

d. Pemberian layanan dan informasi administrasi kepegawaian; dan 

e. Melakukan perumusan dan penyusunan standar kompetensi jabatan ASN; 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai 

uraian tugas  sebagai berikut : 

a. Merencanakan operasional kegiatan bidang Mutasi dan Pengembangan 

Karir sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan  tugas 

kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga  kelancaran pelaksanaan tugas 

berjalan lancar; 
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c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan 

bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan; 

d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat 

kinerja yang diharapkan;  

e. Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

f. Menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan Badan laporan kinerja 

pegawai; 

g. Mengumpulkan bahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan mutasi/perpindahan ASN, kenaikan gaji  berkala 

dan pengangkatan ASN pada jabatan struktural dan fungsional; 

h. Mengumpulkan bahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengembangan karir ASN, penyusunan 

standar kompetensi jabatan , uji kompetensi jabatan administrator/ 

fungsional , seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dan ujian dinas serta 

ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; 

i. Menyiapkan bahan penetapan dan pengusulan kenaikan pangkat ASN 

sehingga terbit  tepat waktu  sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

j. Menyiapkan bahan pertimbangan, penetapan dan pengusulan perpindahan 

antar perangkat daerah, antar wilayah kerja dan antar instansi sesuai 

peraturan perundang-undangan; 
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k. Melaksanakan persiapan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan 

tinggi, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; 

l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui 

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan 

penilaian prsetasi kerja; 

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Mutasi dan 

Pengembangan Karir dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Aparatur  

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Aparatur 

dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas, menyusun rencana program dan 

teknis pelaksanaan, serta melakukan fasilitasi penyelenggaraan diklat struktural, 

diklat teknis dan diklat fungsional, melaksanakan perumusan kebijakan dalam 

pembinaan dan  peningkatan disiplin dan kinerja aparatur, penyelesaian 

kedudukan hukum ASN,  pemberian penghargaan ASN dan Non ASN, serta 

fasilitasi penerbitan rekomendasi izin belajar dan tugas belajar bagi ASN.   

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Penilaian Aparatur mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan dan perumusan analisis kebutuhan diklat; 

b. Perumusan dan penyiapan kebijakan operasional dan penyelenggaraan  

diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional; 
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c. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan diklat struktural, 

diklat teknis dan diklat fungsional; 

d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga diklat terakreditasi dan instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan diklat struktural, diklat teknis dan diklat 

fungsional; 

e. Pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur; 

f. Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur; 

g. Fasilitasi pemberian penghargaan; 

h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Aparatur mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan operasional kegiatan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia 

dan Penilaian Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan 

bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan; 

d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat 

kinerja yang diharapkan; 

e. Mengkoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh 

Kepala Sub bidang; 
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f. Menyusun LAKIP Badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai; 

g. Melaksanakan dan menyusun analisis kebutuhan diklat; 

h. Menyelanggarakan diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional; 

i. Melaksanakan penyusunan program diklat struktural, diklat teknis dan 

diklat fungsional; 

j. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan diklat struktural, diklat teknis dan 

diklat fungsional agar pelaksanaan diklat berjalan lancar; 

k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelanggaraan diklat 

struktural, diklat teknis dan diklat fungsional; 

l. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga diklat terakreditasi dan instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan diklat struktural, diklat teknis dan diklat 

fungsional; 

m. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penilaian dan evaluasi kinerja 

aparatur; 

n. Melaksanakan sosialisasi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; 

o. Mengumpulkan bahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kedudukan hukum pegawai; 

p. Memverifikasi berkas serta menyusun daftar usulan pemberian 

penghargaan ASN berprestasi sebagai bahan penilaian bagi tim penilai 

ASN berprestasi; 

q. Melaksanakan penyiapan bahan analisis, usulan dan penyelesaian 

kedudukan hukum ASN; 

r. Melaksanakan proses penetapan kedudukan hukum ASN; 
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s. Melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggaraan Negara (LHKPN); 

t. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaporan LHKPN; 

u. Melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan Satyalancana; 

v. Melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS dan Non PNS 

berprestasi; 

w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui 

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan 

penilaian prestasi kerja; 

x. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Manusia 

dan Penilaian Aparatur dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

4.2 Hasil Penelitian 

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang 

analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten Maros 

berdasarkan data yang diperoleh. 
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4.2.1 Klasifikasi Aset Tetap 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten 

Maros dapat dilihat dari penjelasan tentang klasifikasi aset tetap dibawah ini : 

Tabel 4.1 Klasifikasi Aset Tetap BKPSDM Kab. Maros  

dengan PP No.71 Tahun 2010 

No. 
Klasifikasi Aset Tetap Menurut 

PP No. 71 Tahun 2010 

Klasifikasi Aset Tetap pada 

BKPSDM Kab. Maros 

1. Tanah Tidak ada 

2. Gedung dan bangunan Tidak ada 

3. Peralatan dan mesin Peralatan dan mesin 

4. Jalan, irigasi, dan jaringan Tidak ada 

5. Aset tetap lainnya Aset tetap lainnya 

6. Kontruksi dalam pengerjaan Tidak ada 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 klasifikasi aset 

terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, 

jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya, serta kontruksi dalam pengerjaan. Tetapi, 

dalam pencatatan pengklasifikasian aset tetap di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, ditemukan 

sebuah permasalahan yaitu pada daftar aset tetap. Dalam penyajian aset tetap 

berdasarkan tabel diatas diketahuai bahwa klasifikasi aset tetap hanya terdiri atas 

peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Tidak termasuk tanah, gedung dan 
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bangunan, jalan/irigasi/jaringan, serta kontruksi dalam pengerjaan. Karena, 

BKPSDM Kab. Maros belum pernah melakukan pengadaan. Gedung yang 

digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan saat ini adalah 

masih milik kantor lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi aset tetap pada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Maros belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 

2010. 

4.2.2 Pengakuan Aset Tetap 

Dalam pengakuan aset tetap yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 71 Tahun 2010 diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 

dan nilainya dapat diukur dengan handal. Berikut ini perbandingan pengakuan 

aset tetap pada BKPSDM Kabupten Maros dengan PP No.71 Tahun 2010: 

Tabel 4.2 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap BKPSDM  

Kab. Maros dengan PP No.71 Tahun 2010 

No. PP No. 71  

Tahun 2010 

BKPSDM Kab. Maros Sesuai/ 

Tidak Sesuai 

1. Berwujud Aset tetap di BKPSDM Kab. 

Maros mempunyai kriteria 

berwujud dalam artian sifatnya 

permanen, dan digunakan dalam 

kegiatan operasional pemerintah.  

Contoh: AC,Meja,Kursi, dll. 

Sesuai 

2. Mempunyai masa 

manfaat lebih dari 

12 (dua belas) 

bulan 

Aset tetap di BKPSDM Kab. 

Maros mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan 

yang digunakan dalam kegiatan 

Sesuai  
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operasional pemerintah.  

Contoh: Kendaraan. 

3.  Biaya perolehan 

aset dapat diukur 

secara andal 

Aset tetap di BKPSDM Kab. 

Maros memiliki biaya perolehan 

aset dapat diukur secara andal.  

Sesuai  

4. Tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam 

operasi normal 

entitas 

Aset tetap di BKPSDM Kab. 

Maros tidak dimaksudkan untuk 

dijual, karena untuk digunakan 

dalam setiap kegiatan 

operasional pemerintah. 

Sesuai  

5. Diperoleh/dibangun 

dengan maksud 

untuk digunakan 

BKPSDM Kab. Maros belum 

pernah melakukan pembangunan 

gedung. 

Tidak Sesuai 

 Berikut ini merupakan daftar aset tetap pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros : 

Gambar 4.2 Daftar Aset Tetap BKPSDM Kab. Maros 
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Sumber : BKPSDM Kab. Maros  
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset tetap pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Maros sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. 

4.2.3 Pengukuran Aset Tetap 

 Pengukuran aset tetap pada awalnya dicatat sebesar harga perolehannya. 

Dalam perolehan perolehan aset tetap pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros dibedakan 

menjadi 2, yaitu : 

1. Aset yang diperoleh dalam bentuk pembelian langsung adalah aset tetap 

dengan total pembelian Rp. 2.547.589.560,14 yang terdiri atas : 

1) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.517.589.560,14 

2) Aset tetap lainnya sebesar Rp. 30.000.000,00 

2. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap 

Dalam suatu instansi pemerintahan aset tetap yang dimiliki akan 

memerlukan pengeluaran dengan tujuan memperpanjang masa manfaat 

atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang 

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan 

standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 

bersangkutan.  

Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan selama penggunaan aset 

tetap pada BKPSDM Kab. Maros yang terdapat dalam Buku Kas Umum 

(BKU) bulan desember 2021 yang terdapat dalam lampiran 1 halaman  67-

68 adalah biaya pemeliharaan, seperti : 
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1) Belanja Pemeliharaan Komputer–Komputer Unit-Personal Computer 

(Servis AC) pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp. 

4.000.000,00 

2) Belanja Pemeliharaan Komputer–Komputer Unit–Personal Computer 

(Servis AC) pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp. 

1.415.000,00 

3) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 

Tangga- Mebel pada Pemeliharaan Mebel adalah sebesar 

Rp.16.000.000,00 

Pengeluaran = Rp. 4.000.000,00  

Rp. 1.415.000,00  

Rp. 16.000.000,00 + 

           = Rp. 21.415.000,00 

Jadi, total pengeluaran yang digunakan selama penggunaan aset tetap 

pada BKPSDM Kab. Maros adalah sebesar Rp. 21.415.000,00. 

4.2.4 Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan merupakan adanya penurunan suatu nilai aset tetap yang 

dilihat secara periodik. Dalam pembahasan mengenai penyusutan ini penulis 

menggunakan metode garis lurus. Menurut Hery (2014) “metode ini 

menggabungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui 
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pembebanan periodik yang sama sepanjang umur aset”.  Dengan rumus sebagai 

berikut ini : 

P = Harga Perolehan – Estimasi Nilai Residu 

Estimasi Masa Manfaat 

 

Sebagai contoh penulis menghitung penyusutan pada pengadaan 

pembelian peralatan dan mesin TA. 2020/2021 sebesar Rp. 2.517.589.560,14 

dengan masa manfaatnya 6 tahun. 

Beban penyusutan per tahun      = Harga Perolehan – Estimasi Nilai Residu 

Estimasi Masa Manfaat 

 

Beban penyusutan peralatan dan mesin = Rp. 2.517.589.560,14 – Rp. 0 

       6 tahun 

      

        = Rp. 419.598.260,02/tahun 

Namun, jika dilihat penyusutan aset tetap didalam neraca Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Maros sudah tertera akumulasi penyusutannya yaitu sebesar Rp. 

1.714.944.395,14. Tetapi, penulis tidak dapat menjelaskan secara terperinci 

seperti contoh perhitungan diatas mengenai hasil akumulasi penyusutannya dari 

tabel neraca yang penulis peroleh di kantor  Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros. Berikut ini 

merupakan neraca BKPSDM Kabupaten Maros : 
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Tabel 4.3 Neraca BKPSDM Kab. Maros 

NERACA BKPSDM KAB. MAROS 

Per 31 Desember 2021 

Uraian  Jumlah 

ASET TETAP 

Peralatan dan Mesin 

ALAT ANGKUTAN  

Alat Angkutan Darat Bermotor 

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 

Alat Kantor 

Alat Rumah Tangga 

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 

ALAT STUDIO/KOMUNIKASI/PEMANCAR 

Alat Studio 

Alat Komunikasi 

KOMPUTER 

Komputer Unit 

Peralatan Komputer 

Aset Tetap Lainnya 

BAHAN PERPUSTAKAAN 

Bahan Perpustakaan Tercetak 

Akumulasi Penyusutan 

AKM. PENY. PERALATAN DAN MESIN 

Akm. Peny. Peralatan dan Mesin 

   832.645.165,00 

2.517.589.560,14 

   682.342.359,14 

   682.342.359,14 

1.065.760.426,00 

   227.429.680,00 

   547.299.846,00 

   291.030.900,00 

     61.737.500,00 

     48.780.500,00 

     12.957.000,00 

   707.749.275,00 

   531.075.772,00 

   176.673.503,00 

     30.000.000,00 

     30.000.000,00 

     30.000.000,00 

(1.714.944.395,14) 

(1.714.944.395,14) 

(1.714.944.395,14) 

Sumber : BKPSDM Kab. Maros 

Jadi, dapat dihitung hasil keseluruhan biaya yang dikeluarkan setelah 

penyusutan aset tetap berdasarkan neraca Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros diatas adalah : 
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Biaya yang dikeluarkan setelah penyusutan aset = Rp. 2.517.589.560,14 

       Rp.     30.000.000,00 + 

       Rp. 2.547.589.560,14 

       (Rp. 1.714.944.395,14) – 

       Rp.  832.645.165,00 

Jadi, besar biaya yang dikeluarkan setelah penyusutan aset tetap pada 

neraca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Maros sebesar Rp. 832.645.165,00. 

4.2.5 Penyajian Aset Tetap  

Penyajian aset tetap pada laporan keuangan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros dapat dilihat pada 

lampiran 2 halaman 77. Berdasarkan neraca BKPSDM Kabupaten Maros, aset 

tetap yang terdapat pada neraca sudah dicantumkan nilai perolehan dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan. Kemudian, pada penyajian aset tetap di neraca 

BKPSDM Kabupaten Maros sudah disajikan secara terpisah, seperti macam-

macam peralatan dan mesin (alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat 

studio/komunikasi/pemancar, dan komputer) serta aset tetap lainnya seperti bahan 

perpustakaan. Karena neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi 

aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi 

pada periode waktu tertentu. Sehingga, penyajian aset tetap pada laporan 

keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kab. Maros sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 

2010. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi aset 

tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kab. Maros yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 

Tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Klasifikasi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros belum sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. 

2. Pengakuan aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. 

3. Pengukuran aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. 

4. Penyusutan aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. 

5. Penyajian aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

penulis akan memberikan saran kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Maros dengan tujuan untuk memberikan 

masukan yang berguna dalam pencatatan laporan keuangan. Sebaiknya pada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Maros lebih memperhatikan dalam perincian catatan laporan 

keuangannya dengan teliti sehingga dapat menghasilkan informasi laporan 

keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 

Tahun 2010. 
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Lampiran 1. Buku Kas Umum BKPSDM 
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Lampiran 2. Neraca BKPSDM 
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Lampiran 3. Dokumentasi 
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian ke BKPSDM 
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Lampiran 5. Surat Izin ke PTSP  
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Lampiran 6. Surat Persetujuan Penelitian 
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